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Penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara pemahaman wajib pajak 
UMKM terhadap kesadaran dan kepatuhan pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 studi empiris 
pada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Analisa 
penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan metode deskriftif. Responden dalam penelitian 
ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat yang 
memiliki pendapatan kurang dari 4,8 Miliar pertahun sebagaimana syarat PP No.46 Tahun 
2013. Data diperoleh dengan membagikan kuesioner kepada wajib pajak UMKM. Analisis data 
kuesioner menggunakan analisis regresi linier sederhana. Berdasarkan hipotesis menunjukkan 
bahwa pemahaman wajib pajak UMKM memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
kesadaran dan kepatuhan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013. Dengan 
kesimpulan, bahwa pemahaman wajib pajak UMKM memiliki peran yang penting terhadap 
kesadaran dan kepatuhan pelaksanaan PP No.46 Tahun 2013. Semakin tinggi tingkat 
pemahaman wajib pajak semakin tinggi pula kesadaran dan kepatuhan pelaksanaan PP No.46 
Tahun 2013. 
 
Kata kunci--- UMKM, Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 
 
Abstract 
This study was to determine whether there was an effect of understanding of  taxpayer 
SMEs towards awareness and compliance with the implementation of PP 46 In 2013 an 
empirical study on the taxpayer SMEs registered in STO West Ilir Palembang. Analyzed using 
quantitative descriptive method. Respondents in this study is the taxpayer SMEs registered in 
STO Palembang Ilir Barat had incomes of less than 4.8 billion in a year as a condition of PP 
No. 46 of 2013. The data obtained by distributing questionnaires to taxpayers SMEs. Analysis of 
the questionnaire data used simple linear regression analysis. Based on the hypothesis shows 
that the taxpayer understanding of SMEs have a positive and significant effect on awareness 
and compliance with the implementation of Government Regulation No. 46 of 2013. With the 
conclusion, that the taxpayer's understanding of SMEs have an important role to the awareness 
of and compliance with the implementation of Regulation No. 46 of 2013 . The higher level of 
understanding of the taxpayer, the higher the awareness and compliance with the 
implementation of Regulation No. 46 of 2013. 
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arget penerimaan pajak yang terus meningkat menuntut Direktorat Jendral Pajak (DJP) 
mengoptimalisasikan penerimaan pajak yang dipatok diatas seribu triliun atau mencapai 
Rp.1.110,2 triliun pada APBN 2014. Angka ini naik sebesar Rp.115 triliun atau tumbuh sekitar 
11,6% dibandingkan dengan target pajak dalam APBN-P 2013 sebesar Rp.995,2 triliun. Melalui 
Media Briefing Strategi Pajak 2014 yang diterbitkan melalui website resmi DJP, salah satu 
bentuk program kerja strategisnya adalah memperluas basis pajak, termasuk kepada sektor-
sektor yang selama ini tidak terlalu banyak digali potensinya. Menurut DJP, sektor-sektor yang 
akan digali potensinya karena belum tersentuh secara maksimal diantaranya sektor 
perdangangan (Usaha Kecil dan Menengah) yang memiliki tempat usaha di pusat-pusat 
perbelanjaan dan sektor properti.(www.kemenkeu.go.id)[1] 
Menurut data Kementrian Koperasi dan UKM sampai tahun 2013 sampai saat ini ada 
sekitar lebih dari 55 juta entitas UMKM atau 99,98% dari total unit usaha di indonesia. 
Berdasarkan data BPS, UMKM memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) 
nasional cukup besar. Dalam periode tahun 2008 sampai tahun 2011, kontribusi UMKM pada 
PDB nasional selalu diatas 50% dari total PDB nasional. Secara konsisten dalam periode 
observasi tersebut, UMKM memberikan kontribusi yang besar dalam PDB naisonal. Pada tahun 
2011, misalnya, nilai PDB nasional atas harga konstan tahun 2000 sebesar Rp.2.277 triliun. Dari 
nilai PDB tersebut, peran UMKM tercatat sebesar Rp.1.269,3 triliun atau 55,7% dari total PDB 
nasional, sementara usaha besar berkontribusi sebesar Rp1.007,7 triliun atau 44,3%. 
Penghasilan bagi usaha dengan Peredaran Bruto tertentu yang tidak melebihi 4,8M dalam satu 
tahun pajak.( www.kemenkeu.go.id)[2] 
Menurut Kepala Dinas Perindustrian, Perdangangan, dan Koperasi Kota Palembang Ibnu 
Rohim, banyaknya sektor UMKM yang tumbuh 5-10% perbulan membuat sektor UMKM 
tersebut sebagai sumber pajak yang potensial. Namun dari sekian pesatnya pertumbuhan 
UMKM yang ada di kota Palembang dari sekitar 30.000 UMKM yang ada, hanya sekitar baru 
60% yang tercatat resmi sebagai Wajib Pajak, atau memiliki NPWP Hal ini menunjukan bahwa 
masih rendahnya kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak (www.koran-sindo.com)[2] 
Dalam penelitian sebelumnya adalah Eunike Jacklyn Susilo, 2013, dengan judul 
“Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang 
Pajak UKM (studi kasus pada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Ilir Barat I Palembang)”, hasil penelitiannya adalah pemahaman masyarakat mengenai 
Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 masih sangat minim dan upaya Pengenalan Peraturan 
No.46 Tahun 2013 yang dilakukan belum maksimal. 
Berdasarkan dari survei pendahuluan yang penulis lakukan dengan wawancara tidak 
terstruktur pada beberapa Pelaku UMKM di Ilir Barat Palembang. Mereka mengatakan bahwa 
belum begitu memahami tentang Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013, namun ada juga dari 
mereka yang memahami tentang Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 melalui sosialisasi 
maupun media masa. Akan tetapi pendapat mereka tentang alasan dalam mematuhi Peraturan 
Pemerintah No.46 Tahun 2013 ini berbeda-beda. Disamping itu, Pemahaman mereka terhadap 
Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 ini masih sangat minim, terutama mengenai 
Cperhitungan terhadap tarif pajak yang dikenakan atas Peredaran Bruto, banyaknya pro dan 
kontra tentang tarif dan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 ini sangat berpengaruh 
terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di  Ilir Barat Palembang ini. 
Berdasarkan fenomena dan latar belakang tersebut diatas, maka penelitian ini akan 
menjelaskan secara spesifik terhadap pengaruh pemahaman Wajib Pajak dan untuk mengetahui 
bagaimana pemahaman para pelaku UMKM berpengaruh terhadap kesadaran dan kepatuhan 
dalam pelaksanaan PP No.46 Tahun 2013 dengan judul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak 
UMKM Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
46 Tahun 2013 (Studi Empiris Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama 
Palembang Ilir Barat).” 
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2. LANDASAN TEORI 
2.1 Pemahaman Wajib Pajak 
Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan  memahami  atau   memahamkan. 
(http://kbbi.web.id)[3]. 
Mardiasmo (2011, h.23), mengatakan bahwa Wajib Pajak adalah “orang pribadi atau 
badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai 
hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan”.[4] 
2.2 Kesadaran Wajib Pajak 
Tarjo dan Suwarjono dalam Shiddiq (2011) Kesadaran Perpajakan adalah : “Suatu sikap 
sadar terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi komponen kognitif, afektif dan konatif, yang 
berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berprilaku terhadap makna dan fungsi pajak. 
Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak 
memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar 
kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah.”[5] 
2.3 Kepatuhan  Wajib Pajak 
Kepatuhan Wajib Pajak menurut  Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu 
(2012, h.138), menyatakan bahwa “Kepatuhan Perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu 
keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dalam hal melaksanakan 
hak perpajakannya”.[6] 
24 Kerangka Pemikiran  
 Model pemikiran yang dibuat pada penelitian ini adalah berupa gambar alur 
pemikiranseperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1.  
2.4 Hipotesis  
Hipotesis pengujian kebenaran diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :  
H1:Pemahaman Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap  Kesadaran Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. 
H2   :  Pemahaman Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan 










Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir 
 
 
3. METODE PENELITIAN 
3.1 Pendekatan Penelitian 
 Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode statistik deskriptif 
Untuk menggambarkan hasil penelitian untuk menjawab perumusan masalah mengenai 
Pemahaman WP (X) 
Kesadaran  (Y1) 
Kepatuhan (Y2) 
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gambaran masing-masing variabel yang diteliti Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji 
hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik.  
3.2 Objek/Subjek Penelitian 
Objek yang gunakan dalam penelitian adalah Pemahaman Wajib Pajak UMKM 
Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Pelaksanaan PP No.46 Tahun 2013. Subjek dari penelitian 
ini adalah Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Ilir barat Palembang. 
 
3.3 Teknik Pengambilan Sampel 
Populasi pada penelitian ini adalah 1.516 Wajib Pajak UMKM/ Orang Pribadi/Badan 
yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat Palembang. Teknik pengambilan sampel yang dipakai 
pada penelitian ini adalah probability Sampling, dimana penulis menetapkan Simple Random 
Sampling sebagai teknik pengambilan sampelnya. 
Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel menurut ketentuan 





       
 
 
Jawab:   n    = N / ( 1 + N e² )  
    = 1.516 / (1 + 1.516 x 0,10²)  
= 0,93811  
= 94 Responden 
3.4 Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data 
yang diperoleh secara langsung dari objek baik dari informasi maupun pihak lain, maka penulis 
dalam melakukan penelitian ini jenis data primer yang digunakan adalah menggunakan 
kuesioner.[8] 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan Data yang digunakan peneliti, yaitu Penelitian Lapangan (Field 
Research) Yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan peninjauan langsung ke Wajib 
Pajak UMKM di daerah Ilir Barat Palembang dan Penelitian lapangan dilakukan melalui 
pembagian kuisioner yaitu dengan memberikan pertanyaan yang disusun secara langsung 
kepada responden yaitu Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir 
Barat. 
3.6 Definisi Operasional 
 Berikut daftar definisi operasional seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2: 
 
Tabel 2 Daftar Definisi Operasional 










-  Pengetahuan mengenai NPWP. 
-  Pemahaman mengenai hak dan 
kewajiban pajak. 
-  Pengetahuandan pemahaman 





n  = N / ( 1 + N e² ) 
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-  Pengetahuan dan pemahaman 
mengenai penghasilan  tidak  kena 
Pajak (PTKP)Penghasilan Kena 
















oleh sistem dan 
ketentuan pajak 
tersebut. 
- Mengetahui adanya undang-
undang dan ketentuan perpajakan. 
-  Mengetahui fungsi pajak untuk 
pembiyaan negara. 
-  Memahami bahwa kewajiban 
perpajakan harus dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
-  Memahami fungsi pajak untuk 
pembiayaan negara. 
-  Menghitung, membayar, 
melaporkan pajak dengan suka 
rela. 
-  Menghitung, membayar, 




















yang berlaku  
-  Tidak memiliki tunggakan untuk 
semua jenis pajak. 
-  Wajib Pajak membayar tepat 
waktu. 
-  Wajib Pajak melapor SPT tepat 
waktu. 
-  Wajib Pajak melaporkan dan 
menyetor Pajak sesuai dengan 







3.7 Teknik Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan  
kuantitatif.Analisis data kuantitatif digunakan untuk menilai Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak 
UMKM Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 
2013 (Studi Empiris Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir 
Barat). Analisis kualitatif digunakan untuk melihat hasil kuesioner dengan menggunakan 
tabulasi berupa penilaian dari hasil pengisian kuesioner.Test of Validity dilakukan untuk 
mengetahui apakah alat pengukuran yang telah disusun memiliki validitas atau tidak. Teknik 
korelasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Korelasi Product Moment, Teknik 
Korelasi Product Moment memerlukan tingkat pengukuran variabel sekurang-kurangnya 
interval. Jika r-hitung > r-tabel,valid, sedangkan jika r-hitung < r-tabel,tidak valid[9] 
Metode Alpha Croncbach yaitu menentukan reliable dan tidaknya suatu instrumen 
penelitian dengan cara membandingkan antara nilai r hitung dengan r tabel pada taraf 
kepercayaan 95% atau tingkat signifikan 5%.Jika nilai Cronbach’s Alpha Item> Nilai Alpha, 
reliable, sedangkan Nilai Croancbach’s Alpha Item<Nilai Alpha, tidak reliable. Uji normalitas 
yaitu menggunakan uji Kolmogrof-Swirnov, yaitu membandingkan hasil Kolmogrof-Swirnov 
tabel dengan ketentuan yaitu apabila nilai Kolmogrof-Swirnov-hitung >Kolmogrof-Swirnov- 
tabel, maka distribusi data adalah tidak normal.[10] Uji heteroskedastisitas untuk mengetahui 
ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan 
varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi 
dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Untuk melihat adanya 
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heteroskedastisitas, dilakukan menggunakan teknik uji Glejser, dengan kriteria jika nilai 
signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak 
terjadi masalah heterokedastisitas.[10] 
Metode analisis regresi linear berganda untuk meneliti pengaruh pemahaman Wajib 
Pajak terhadap kesadaran dan kepatuhan pelaksanaan PP No.46 Tahun 2013 dengan melihat 
besarnya koefisien determinasi totalnya (R
2
). Uji hipotesis menggunakan Uji t 
yaitupemahamanWajib Pajak UMKM berpengaruh terhadap kesadarandan kepatuhan 
pelaksanaan PP No.46 Tahun 2013[10] 
 
 
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 
 Sampel perusahaan dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Palembang Ilir  Barat.Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan instansi pemerintahan yang 
memberikan pelayanan dibidang perpajakan. 
4.2 Hasil Penelitian  
 Penelitian ini pada dasarnyamerupakan transformasi data penelitiandalam tabulasi 
sehingga mudah dipahamidan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, dilakukanpenyebaran 
kuesioner kepadaWajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. 
Berdasarkan hasil pengujian validitas dari variabel Pemahaman Wajib Pajak UMKM, 
Kesadaran, dan Kepatuhan diperoleh hasil sebagai berikut: 
 
Tabel 3 Uji Validitas Pemahaman WP UMKM 
Pernyataan Correlation Keterangan 
P1 ,675 Valid 
P2 ,738 Valid 
P3 ,670 Valid 
P4 ,733 Valid 
P5 ,679 Valid 
    
Tabel 4 Uji ValiditasKesadaran 
Pernyataan Correlation Keterangan 
P1 ,800 Valid 
P2 ,638 Valid 
P3 ,624 Valid 
P4 ,765 Valid 
P5 ,586 Valid 
 
Tabel 5 Uji Validitas Kepatuhan 
Pernyataan Correlation Keterangan 
P1 ,690 Valid 
P2 ,729 Valid 
P3 ,774 Valid 
P4 ,606 Valid 
P5 ,711 Valid 
 
Dari hasil tersebut semua item pernyataan dari masing-masing variabel X dinyatakan 
valid, karena nilai r hitung > r tabel  yang ditetapkan sebesar 0,201. 
Uji reliabilitas dilakukan untukmengetahui tingkat reliabilitas dari tiap tiap item 
pertanyaan dari setiap masing-masing variabel, berdasarkan hasilpengujian diperoleh hasil 
sebagai berikut: 
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Tabel 6 Uji Realibilitas 
Variabel Crobanch Alpha N of items 
Pemahaman WP UMKM 0,733 5 
Kesadaran 0,713 5 
Kepatuhan 0,738 5 
 
Nilai crobanch alpha pada tiap variabel yang diujikan. Pada ketiga variabel yang 
diujikan memiliki nilai crobanch alpha yang lebih dari 0,6 sehingga dapat dikatakan reliable. 
 Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah nilai residu(perbedaanyang ada) yang 
diteliti memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam pengujian inidigunakan pengujian 
kolmogorov smirnovTest. 
 

























Berdasarkan tabel 7 dan Tabel 8 besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah >0,05 
maka dapat disimpulkan bahwa data pada variabel X-Y1 dan X-Y2  berdistribusi normal. 
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaanvarians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. dengan kriteria 
jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka 







One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 














Kolmogorov-Smirnov Z ,638 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,810 
a. Test distribution is Normal. 
 b. Calculated from data. 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 














Kolmogorov-Smirnov Z ,865 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,442 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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Berdasarkan tabel 9 dan 10, diperoleh nilai signifikansi dari variabel independen adalah 
0,083 dan 0,751 bernilai lebih besar dari 0.05, yang berarti tidak terdapat pengaruh yang 
signifikan antara variabel independen terhadap nilai absolut residualnya. Dengan demikian 
asumsinon heteroskedastisitas model regresi terpenuhi. 
Uji t digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh variabel independen yang diteliti 
signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. 
 











Pada Tabel 11 uji t didapatkan hasil variabel X-Y1 t hitung sebesar 12.027, nilai ini 
lebih besar dari t tabel yang ditetapkan sebesar 1,985 (12.027>1,985) dan juga memiliki nilai 
signifikansi sebesar 0.000 < 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis haditerima ho 
ditolak dan menunjukan bahwa variabel pemahaman Wajib PajakUMKMberpengaruh secara 
signifikan terhadap Kesadaran pelaksanaan PP No.46 Tahun 2013. 
 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .478 .609  .785 .435 
Pemahaman 
WP 
.067 .038 .180 1.752 .083 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.200 .628  1.912 .059 
Pemahaman WP .013 .040 .033 .318 .751 







t Sig. B 
Std. 
Error Beta 
1 (Constant) 1.983 1.013  1.958 .053 
Pemahaman 
WP 
.767 .064 .782 12.027 .000 







t Sig. B Std. Error Beta 
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Pada Tabel 12 uji t didapatkan hasil variabel X-Y2 t hitung sebesar 13.665, nilai ini 
lebih besar dari t tabel yang ditetapkan sebesar 1,985 (13.665>1,985) dan juga memiliki nilai 
signifikansi sebesar 0.000 < 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis haditerima ho 
ditolak dan menunjukan bahwa variabel pemahaman Wajib PajakUMKMberpengaruh secara 
signifikan terhadap Kepatuhan pelaksanaan PP No.46 Tahun 2013. 
Koefisien determinasi ini menjelaskan besarnya pengaruh nilai suatu variabel 
(umumnya variabel Y) oleh variabel independen.  
 











Berdasarkan tabel 13, diperoleh  koefisien determinasi atau R Square adalah 0.611 
artinya 61.1% variabel terikat yaitu Kesadaran Wajib Pajak (Y1) variasinya dapat dijelaskan 
oleh variabel bebas Pemahaman Wajib Pajak (X) dan sisanya sebesar 38,9% dijelaskan oleh 
variabel diluar variabel yang digunakan, seperti Pengetahuan Wajib Pajak, Manfaat Yang 
Dirasakan Wajib Pajak Dari Pajak dan Sikap Optimis Wajib Pajak, dan lain-lain.  











Berdasarkan tabel 14, diperoleh koefisien determinasi atau R Square adalah 0.670 
artinya 67% variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y2) variasinya dapat dijelaskan oleh 
variabel bebas Pemahaman Wajib Pajak (X) dan sisanya sebesar  33% dijelaskan oleh variabel 
diluar variabel yang digunakan misalnya tingkat pelayanan, tingkat penghasilan dan tingkat 
pendidikan Wajib Pajak. 
4.3 Pembahasan 
Pemahaman Wajib Pajak UMKM Berpengaruh Signifikan Terhadap Kesadaran 
Pelaksanaan PP No.46 Tahun 2013, dimana Variabel Kesadaran mrmpunyai nilai t hitung 
(12.027) > t tabel 1,985,  nilai signifikansi   adalah 0.000 yang bernilai kurang dari α = 0.05. 
Pemahaman Wajib Pajak UMKM Berpengaruh Signifikan Terhadap Kesadaran Pelaksanaan PP 
No.46 Tahun 2013 
1 (Constant) 3.094 .966  3.202 .002 
Pemahaman 
WP 
.832 .061 .818 13.665 .000 
a. Dependent Variable: Kepatuhan WP 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 
.782a .611 .607 1.94490 
a. Predictors: (Constant), Pemahaman WP 
b. Dependent Variable: Kesadaran WP 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 
.818a .670 .666 1.85562 
a. Predictors: (Constant), Pemahaman WP 
b. Dependent Variable: Kepatuhan WP 
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Pemahaman Wajib Pajak UMKM Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan 
Pelaksanaan PP No.46 Tahun 2013, dimana Variabel Kepatuhan mrmpunyai nilai t hitung 
(13.665) > t tabel 1,985,  nilai signifikansi   adalah 0.000 yang bernilai kurang dari α = 0.05. 
Pemahaman Wajib Pajak UMKM Berpengaruh Signifikan Terhadap Kesadaran Pelaksanaan PP 




Pemahaman Wajib Pajak UMKM Berpengaruh Signifikan Terhadap Kesadaran dan 
Kepatuhan Pelaksanaan PP No.46 Tahun 2013. Hasil  pengujian pada koefisien determinasi (R2) 
menunjukkan bahwa Variabel Pemahaman terhadap Kesadaran Wajib Pajak memperoleh nilai 
sebesar 611 atau 61,1% yang berarti sisanya sebesar 38,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya 
yang tidak digunakan dalam penelitian ini seperti pengetahuan Wajib Pajak, manfaat yang 
dirasakan Wajib Pajak dari pajak dan sikap optimis Wajib Pajak, dan lain-lain dan Hasil 
pengujian pada koefisien determinasi (R2) menunjukkan bahwa variabel pemahaman terhadap 
kepatuhan Wajib  Pajak memperoleh nilai sebesar  670 atau 67% yang berarti sisanya sebesar 
33% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini seperti 





Bagi Direktorat Jendral Pajak pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat Penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan pandangan kepada pihak terkait. Hendaknya pihak-pihak terkait 
tersebut mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam pelaporan 
kewajiban perpajakannya terutama mengenai faktor pemahaman wajib pajak mengenai 
Peraturan Pemerintah. 
Bagi Peneliti Selanjutnya Peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya 
diharapkan dapat menambahkan variabel independen lainnya atau menambahkan variabel 
moderating guna mengetahui variabel-variabel lain yang mempengaruhi dan memperkuat atau 
bahkan memperlemah variabel dependen. Kuisioner yang digunakan peneliti masih terbatas dan 
pertanyaannya masih kurang memadai oleh sebab itu pada penelitian selanjutnya dapat 
menambah dan memperbaiki pertanyaan-pergtanyaan yang ada dalam penelitian ini. Penelitian 
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